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PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksaaakan ketentuan sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat l2')
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah serta Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Xeuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkal Peraturan
Bupati Muara Enim tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017.

l. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dar Kotapraja di
Sumatera Selatan (I€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 1O4, Tambahan
l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tairun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintal Daerah (l€mbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana tela-h diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20Os tenting
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 126; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O07 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahal l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Pen)rusunan, Pengendalian, da:]
Evaluasi Pelaksaraan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2OO8 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 4817)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangnnan Jangka Menengah Nasional Tahun 2Ol5-2O19
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2O17
(I,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 95);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerair,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomal Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 201 1 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penlrrsunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penlrusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daera}: Tahun 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 20O5-2o25
(L€mbaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2O08
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018
(kmbaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013
Nomor 1 1).
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d, BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH KAE}UPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2017

E. BAI} V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017

I. BAB VI PENUTUP

Pasal 3

(1) RKPD mempakan penjabaran RPJMD Kabupaten
Muara Enim Tahun 2O13-2O18 untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

(2) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencaraan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.

Pasal 4

Isi dokumen serta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Muara Enim.

di Muara Enim
al, a\ Me\ 2016

fl MUARA ENIM,

SA] SOHAR ./

M
f"r,oo*Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal, B\ Mt\ 2016

SEKRETARIS DADRAH

\"o.o"uo,,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 19


